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A. Latar Belakang Penelitian

Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian yang ada di
negara Indonesia. Pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian sangat
dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya. Hingga saat ini kebutuhan tersebut masih belum terpenuhi. Apalagi
negara Indonesia saat ini melakukan kegiatan pembangunan yang terus
berjalan. Sehingga negara Indonesia melaksanakan program pendidikan di
luar negeri dan di dalam negeri guna pemenuhan tenaga ketrampilan serta
tenaga keahlian di bidang keuangan. Kegiatan pendidikan tersebut
dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Keuangan dan juga Perguruan Tinggi.
Program pendidikan yang dilaksanakan terbagi menjadi program pendidikan
jangka pendek dan program pendidikan jangka panjang.

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 44 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok organisasi
departemen. Kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan vyaitu nomor 405/MK/6/4/1975. Berdasarkan
Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut,
dibentuklah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan atau disingkat BPLK.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian
Keuangan yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh Direktorat Jenderal
masing-masing, selanjutnya dilimpahkan dan dipindahkan kewenangannya
kepada BPLK. Maka dengan demikian, masing-masing Direktorat Jenderal
dapat lebih fokus untuk melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 2001, BPLK dirubah namanya menjadi Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan atau disingkat BPPK. Hal ini berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001. Tugas dari BPPK
adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini berdasarkan

penjelasan Bab XV pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor



184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah salah satu unit
eselon | di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan terdiri dari 8 unit eselon Il, yaitu Politeknik Keangan
Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau PKN STAN, Sekretariat
Badan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Keuangan
Umum, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Pajak,
Pusdiklat Bea dan Cukai serta Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan
Keuangan. Selain unit eselon Il, BPPK juga terdiri dari Balai Diklat Keuangan.
Balai Diklat Keuangan adalah unit eselon Il yang lokasinya tersebar di 11
kota, yaitu Manado, Yogyakarta, Balikpapan, Pontianak, Palembang, Medan,
Makassar, Pekanbaru, Denpasar, Cimahi dan Malang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau disingkat
KPKNL merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara. Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah satu unit
eselon | di bawah Kementerian Keuangan. Fungsi dan tugas KPKNL adalah
melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan lelang, piutang negara,
kekayaan negara dan penilaian. Setiap pegawai KPKNL dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya, dituntut untuk dapat bekerja optimal dan memenuhi
Standar Operasional Prosedur atau SOP. SOP adalah acuan atau pedoman
yang harus diikuti dalam menyelesaikan tugas. Seiring dengan perubahan
dan perkembangan pelayanan di bidang pelayanan lelang, piutang negara,
kekayaan negara dan penilaian, maka setiap pegawai KPKNL harus memiliki
kompetensi yang memadai dan menyesuaikan dengan perubahan dan
perkembangan yang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara mewajibkan kepada setiap pegawainya untuk mengikuti
pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPK
sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pemangku
kepentingan (stakeholder) serta agar dapat mengikuti perubahan dan
perkembangan proses bisnis yang terjadi. Sebagai bentuk nyata dalam
pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai tersebut, Direktur
Jenderal Kekayaan Negara menuangkan komitmen itu ke dalam Kontrak
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memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, yaitu SDM yang
memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni,
serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Selama ini, pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara
diselenggarakan oleh BPPK secara tatap muka, yakni bertemunya pengajar
dengan peserta secara langsung. Hal ini terus berjalan hingga memasuki
tahun 2020 dan mengalami perubahan seiring dengan munculnya virus
corona (covid-19) yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Pada
tanggal 9 Maret 2020, World Health Organization yang disingkat WHO atau
Badan Kesehatan Dunia mengumumkan secara resmi bahwa covid-19
sebagai pandemi dunia.

Pandemi covid-19 menyebabkan dampak yang besar pada aspek-
aspek kehidupan rakyat Indonesia. Hal ini mencakup berbagai sektor, seperti
sektor politik, ekonomi, kesehatan, budaya dan sosial. Tidak hanya itu, sektor
pendidikan juga terdampak besar. Pemerintah melakukan pembatasan
kegiatan yang dapat mengumpulkan orang banyak di 1 tempat dan waktu
yang sama, seperti kegiatan menonton film di bioskop, bekerja di pabrik atau
kantor, menghadiri konser music dan besekolah atau kuliah. Hal ini dilakukan
untuk mencegah menyebarnya covid-19 yang semakin luas.

Kegiatan publik menjadi terbatas, terutama sejak dilaksanakannya
Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB. Hal ini berdasarkan
Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu
nomor 21 tahun 2020. Kegiatan kerja dilakukan secara WFH (work from
home). Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau mencegah
menularnya covid-19. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh
lembaga pendidikan pun dilakukan secara daring, guna menekan jumlah
pasien positif covid-19.

Dengan mempertimbangkan efesiensi anggaran dan efektivitas
pembelajaran, maka lembaga atau penyelenggara pendidikan memilih untuk
melakukan transformasi metode pembelajaran. Dan salah satu metode
pembelajaran yang semakin dibutuhkan saat ini adalah metode pembelajaran
elektronik (e-learning). Metode pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan
physical distancing atau pembatasan jarak, yaitu dapat dilaksanakan oleh
pengajar dan peserta didik dimanapun mereka berada. Dan ini menjadi salah

satu pilihan yang banyak diambil oleh penyelenggara pendidikan.



Hal ini juga yang mendasari BPPK untuk menyelenggarakan tugasnya
yakni melaksanakan pelatihan dan pendidikan keuangan melalui metode
pembelajaran elektronik (e-learning). Terhitung mulai bulan April 2020, BPPK
resmi menyelenggarakan seluruh kegiatan pelatihan dan pendidikan
keuangan melalui metode pembelajaran elektronik (e-learning). Hal tersebut
menjadi sejarah baru perubahan metode pembelajaran yang selama ini
mengharuskan bertemunya pengajar dengan peserta, menjadi metode
pembelajaran elektronik (e-learning) yang lebih fleksibel baik dari segi waktu
maupun lokasi pembelajaran.

Dengan berubahnya metode pembelajaran yang diselenggarakan
oleh BPPK selaku penyelenggara pendidikan dan pelatihan keuangan, maka
berubah pula metode belajar yang harus diikuti oleh pegawai yang berada di
lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya pegawai Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pelatihan dan pengembangan
kompetensi pegawai  yang sebelumnya  dilaksanakan dengan
memberangkatkan pesertanya menuju lokasi pelatihan, saat ini beralih
menjadi pembelajaran elektronik (e-learning) yang pelaksanaannya dapat
diikuti oleh peserta baik di kantor bagi pegawai yang melaksanakan WFO
(work from office) serta di rumah/tempat tinggal masing-masing untuk
pegawai yang WFH (work from home).

Berdasarkan fenomena dan masalah-masalah dalam latar belakang
penelitian, peneliti memilih membuat karya tulis dengan judul: “Efektivitas
Pembelajaran  Elektronik  (E-Learning) dalam  Pelatihan dan
Pengembangan Kompetensi Pegawai Sebagai Dampak Pandemi Covid-
19 pada KPKNL Metro”.



B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis paparkan, maka

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a. Jaringan internet yang tidak stabil sehingga mengganggu proses
pembelajaran elektronik (e-learning).

b. Belum tersedianya fasilitas perangkat komputer/laptop dengan kondisi
yang bagus bagi seluruh pegawai.

c. Adanya gangguan dari lingkungan sekitar pegawai yang
menyebabkan pegawai tidak fokus atau kurang konsentrasi selama

proses pembelajaran.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah tersebut,

maka rumusan masalah ini adalah:

a. Apa saja perbedaan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
kompetensi pegawai pada KPKNL Metro antara sebelum dan
sesudah pandemi covid-19?

b. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran elektronik (e-
learning) dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai
sebagai dampak pandemi covid-19 pada KPKNL Metro?

c. Bagaimana tingkat efektivitas pembelajaran elektronik (e-learning)
dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai sebagai
dampak pandemi covid-19 pada KPKNL Metro?

d. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan
pembelajaran  elektronik (e-learning) dalam pelatihan dan

pengembangan kompetensi pegawai ini dapat berjalan lebih baik?

C. Pembatasan Masalah
Melihat adanya 7 (tujuh) subbagian dan seksi yang ada pada KPKNL Metro
dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka peneliti membatasi
masalah terkait pembelajaran elektronik (e-learning) dalam pelatihan dan
pengembangan kompetensi pegawai sebagai dampak pandemi covid-19

saja.



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan perumusan

masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.

Mengetahui perbedaan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
kompetensi pegawai pada KPKNL Metro antara sebelum dan sesudah
pandemi covid-19.

Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran elektronik (e-
learning) dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai
sebagai dampak pandemi covid-19 pada KPKNL Metro.

Mengetahui efektivitas pembelajaran elektronik (e-learning) dalam
pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai sebagai dampak
pandemi covid-19 pada KPKNL Metro.

Mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki agar pembelajaran
elektronik (e-learning) dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi

pegawai ini dapat berjalan lebih baik.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, dan identifikasi masalah yang penulis

paparkan, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1.

Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang
pembelajaran elektronik (e-learning) dalam pelatihan dan pengembangan
kompetensi pegawai sebagai dampak pandemi covid-19, sehingga dapat
menjadi bahan penilaian dan pertimbangan dalam instansi agar menjadi
lebih efektif kedepannya.

Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media yang tepat
untuk belajar dan meningkatkan kualitas serta kreativitas pada proses
pembelajaran dalam menghadapi kondisi yang sedang terjadi saat ini.
Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan
penelitian selanjutnya dan menjadi informasi yang relevan yang berkaitan
dengan pembelajaran elektronik (e-learning) dalam pelatihan dan

pengembangan kompetensi pegawai sebagai dampak pandemi covid-19.



